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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN LAPORAN KKL
4.1 Penetapan tujuan yang dilakukan Bappeda untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan
Dalam langkah yang pertama ini Badan perencanaan pembangunan yang notabenenya selaku pihak yang merencanakan harus menetapkan tujuan terlebih dahulu agar dalam pelaksanaanya tidak melebar terlalu jauh sehingga hasilnyapun akan dapan di rasakan oleh masyarakat luas Kota Cimahi.
Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) Kota Cimahi dimaksudkan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) sebagai rencana tahunan. Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan.
Berkaitan dengan hal tersebut, pelaksanaan Musrenbang Kota Cimahi ditujukan untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan proses perencanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan konsistensi, sinkronisasi kebijakan, pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan di antara dokumen rencana di daerah agar memenuhi asas demokratis, partisipatif, kemitraan, transparansi dan akuntabilitas.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan Perancanna Pembangunan Daerah Kota Cimahi (BAPPEDA Kota Cimahi) untuk meningkatkan perencanaa pembangunan adalah Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang). Mekanisme dan tata cara pelaksanaan musrenbang partisipatif Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
1. Musyawarah Partisipatif tingkat Kelurahan

2. Musyawarah Pertisipatif tingkat Kecamatan

3. Musyawarah Partisipatif tingkat Kota

4.1.1 Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kelurahan

Musyawarah Pembangunan partisipatif Tingkat Kelurahan adalah forum pertemuan warga untuk merumuskan usulan rencana prioritas dan pelaksanaan swadaya masyarakat, sebagai bahan untuk dibahas dalam musrenbang partisipatif tingkat Kecamatan.

Kegiatan musrenbang partisipatif tingkat kelurahan diikuti oleh unsur Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), LPM Masyarakat, Kader Teknis Program Dasar Perencanaan Partisipatif, Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS), dan di ikuti oleh para ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
Dalam Musrenbang ini ketua Rukun Tetangga (RT) harus menyusun usulan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi serta swadaya Masyarakat. Kemudian Ketua RT tersebut menyampaikan aspirasi yang sudah terangkum disampaikan kepada Ketua Rukun Warga (RW) yang nantinya akan menjadi pembahasan dalam forum musyawarah tingkat RW. Dari hasil forum musyarah tingkat RW tersebut ketua RW akan menyampaikan hasil peremusan rencana yang kemudian akan disampaikan ke forum musyawarah tingkat selanjutnya.
Sedangkan LPM kelurahan yang difasilitasi oleh kelurahan mengadakan forum dialog bersama-sama ketua Rukun Warga (RW) dan organisasi Masyarakat di Wilayahnya, untuk membahas usulan rencana prioritas dan pelaksanaan swadaya Masyarakat sebagai bahan masukan untuk musrenbang tingkat kelurahan yang dibantu oleh kader teknis Program Dasar Perencanaan Partisipatif dalam penyusunan perencanaan.

Kemudian Lurah menyelenggarakan musrenbang partisipatif tingkat Kelurahan, dengan diikuti unsur SKPD, LPM Kelurahan, Kader Teknis Program Dasar Perencanaan Partisipatif, Organisasi Kemayarakatan, dan diikuti pula para Ketua RT dan RW. Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan tersebut sebagaimana dimaksudkan diatas merupakan legitimasi hasil kerja forum dialog yang diselenggarakan sebelumnya. Kekuatan dan tata cara penyelenggaraan tersebut diatur dalam bentuk teknis Musrenbang Partisipatif.

4.1.2 Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan
Dalam tataran Musyawarah Rencana Pembangunan di tingkat Kecamatan, Camat menyelenggarakan Musrenbang Partisipatif di wilayahnya diikuti unsur SKPD, LPM Kecamatan, Kader Teknis Program Dasar Perencanaan Partisipatif dan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan serta para Ketua RW, dan Organisasi Kemasyarakatan di wilayah sekitar.
Pelaksanaan Musrenbang partisipatif tingkat Kecamatan sebagaimana yang dimaksud diatas didahului oleh kegiatan forum dialog yang diikuti oleh unsur penyelenggaraan pemerintah dan para pelaku pembangunan untuk merumuskan usulan rencana dan pelaksanaan swadaya masyarakat, sebagai bahan untuk dibahas di tingkat yang lebih tinggi.

Musrenbang partisipatis yang dimaksudkan di atas merupakan legitimasi atas hasil kerja dari forum dialog yang diselenggarakan pada musrenbang sebelumnya. Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tersebut diatur dalam petunjuk teknis musrenbang partisipatif.

4.1.3 Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kota
Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) partisipatif tingkat Kota merupakan forum untuk merumuskan RPJP/RPJM/RKPD dengan melibatkan unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah, instansi vertikal dan unsur masyarakat serta pelaku pembangunan lainnya. Musrenbang patrisipatif tingkat Kota diawali dengan forum dialog dan diakhiri dengan musrenbang partisipatif (musrenbang pertisipatif).

Musrenbang patisipatis sebagaimana yang dimaksudkan di atas merupakan legitimasi hasil kerja forum dialog yang diselenggarakan sebelumnya, yang menghasilkan dokumen penting berupa Pembangunan Jangka Pendek (PJP), Pembangunan Jangka Menengah (PJM), dan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Mekanisme, tata cara, cara, jadwal, peserta dan petunjuk lainnya diatur kemudian kedalam petunjuk teknis pelaksanaan Musrenbang partisipatif yang disusun oleh Kepala Beppeda. Forum dialog sebagaimana dimaksudkan di atas, mengadakan musyawarah untuk menentukan utusan yang akan hadir dalam pertemuan Kelompok Bidang Pemerintahan dan Hukum, Ekonomi, Sosial Budaya, Fisik, dan Prasarana yang kemudian hasil dari musyawarah rencana pembangunan tersebut akan dijadikan bahan/materi dalam pembahasan forum gabungan SKPD.
Dalam rangka musrenbang partisipatis tingkat Kabupaten/Kota, BAPPEDA menyelenggarakan forum dialog yang diikuti oleh Lembaga Pemasyarakatan (LPM) tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, Organisasi Sosial dan Organisasi lainnya serta Kader Teknis Program Dasar Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kemudian menghimpun dan menyusun hasil dari musrenbang partisipatif pada tingkat yang sebelumnya, kemudian disambung dengan menyelenggarakan forum dialog SKPD untuk membahas rencana RPJP/RPJM/RKPD. Rencana Strategis SKPD, rencana kerja SKPD, dan lintas SKPD dengan mempetimbangkan hasil musrenbang partisipatif tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
Langkah selanjutnya BAPPEDA menyelenggarakan forum Gabungan SKPD sebagaimana dimaksud di atas yang isi dari forum gabungan tersebut merumuskan rancangan RPJP/RPJM/RKPD sebagai bahan dialog musrenbang di tingkat Kota. Bappeda menyelenggarakan musrenbang partisipatif tingkat Kota sebagai legitimasi hasil forum dialog sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas.

Peserta musrenbang pertisipatif tingkat Kota adalah unsur penyelenggaran pemerintah dan pelaku pembangunan. Peserta yang berminat untuk turut serta dalam musrenbang partisipatif harus menyampaikan usulan dan atau konsep usulan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan dalam bentuk dokumen kepada panitia musrenbang partisipatif selambat-lambatnya tiga minggu sebelum acara Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) partisipatif dilaksanakan.
Pemerintah Kota Cimahi menggunakan pendekatan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunannya. Mekanisme perencanaan pembangunan dimulai dari penjaringan aspirasi masyarakat dan pengkajian kebutuhan masyarakat melalui musyawarah di tingkat kelurahan yang dilanjutkan dengan musyawarah di tingkat Kecamatan dan Kota. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kota Cimahi menyusun agenda dan langkah-langkah penyempurnaan yang bertahap dan terfokus.
Pelaksanaan Musrenbang Partisipatif Tingkat Kota Cimahi Tahun 2008 direncanakan dengan format yang berbeda bila dibandingkan pelaksanaan Musrenbang pada tahun-tahun sebelumnya, dimana pada saat pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kota dilakukan pembahasan kelompok sebelum dilakukan penetapan hasil musyawarah.
Pada Musrenbang Partisipatif, pembahasan kelompok telah dilakukan sebelum pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kota yaitu melalui forum grup diskusi pada tahap Forum SKPD-LPM yang difasilitasi oleh masing-masing bidang (Bidang Pemerintahan dan Hukum, Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya dan Bidang Fisik Prasarana) yang dikendalikan oleh Badan Perencanaan Daerah sehingga Musrenbang Tingkat Kota hanya merupakan tahap legitimasi hasil-hasil pembahasan forum diskusi kelompok bidang. Pada saat pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kota Cimahi hanya dilakukan pemaparan hasil-hasil musyawarah forum grup diskusi oleh perwakilan masing-masing kelompok, serta penetapan hasil musyawarah dalam kegiatan penandatanganan berita acara hasil musyawarah.
Gambar 4.1
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Sumber: PERDA Kota Cimahi No 2 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan
4.2 Penentuan situasi sekarang yang dilakukan Bappeda untuk meningkatkan perencanaan pembangunan.
Dalam langkah yang selanjutnya BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Mendefinisikan keadaan saat ini, artinya BAPPEDA harus mendapatkan informasi tentang keadaan yang sekarang ini tentang seberapa jauhnya jarak organisasi menempuh sasarannya guna memperlancar langkah selanjutnya dalam memberikan pelayanan yang baik.
Salah satu cara yang dilakukan Bappeda untuk mengatahui bentuk dari informasi yang ada saat ini adalah dengan mengetahui beberapa hal permasalahan yang ada di Kota Cimahi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Isu Strategis Kota Cimahi
Didalam peneretapan Otonomi Daerah, peran Bappeda akan mempunyai peran penting dan strategis sebagai salah satu instansi pendukung salah satu tugas-tugas pemerintahan daerah dalam hal perencanaan. Adapun bentuk isu strategis Kota Cimahi yang harus ditanggulangi guna meningkatkan perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:
a) Jumlah Pengangguran;
b) Jumlah Penduduk Miskin;
c) Ketersediaan Produk, Stabilitas Harga Pangan dan Komoditas Strategi;
d) Daya Saing Usaha Peningkatan Investasi Daerah;
e) Pembinaan serta Pembiayaan KUKM;
f) Pemberdayaan dan Peningkatan Produktifitas Masyarakat;
g) Daya saing dan perluasan kesempatan pendidikan;
h) Intensitas dan Penyebaran Penyakit;
i) Pemilu Nasional 2009;
j) Kinerja Pemerintah Daerah;
k) Bencana Alam, Bencana Perkotaan;
l) Pencemaran penganan persampahan dan kerusakan lingkungan;
m) Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
n) Cakupan Pelayanan Infrastruktur Wilayah;
o) Ketersediaan Energi. 
2. Permasalahan Kota
Bentuk permasalahan Kota Cimahi yang harus di benahi guna meningkatkan suatu perencanaan Kota sebagai berikut:
Misi 1. Meningkatkan Sarana Perekonomian dan Lapangan Pekerjaan:
1) Masih tingginya tingkat pengangguran (Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Cimahi Tahun 2006 mencapai 16,84% atau meningkat 4,59% dibanding Tahun 2005) 
2) Masih tingginya jumlah penduduk miskin (Pada tahun 2006 tercatat 21.910 KK termasuk kategori miskin) 
3) Banyaknya penduduk perempuan usia produktif yang tidak masuk ke pasar kerja ( 69,63% dari jumlah perempuan usia produktif) 
4) Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja (Tahun 2006 hanya 8,81% yang tamat pedidikan tinggi, atau turun bila dibandingkan Tahun 2005 yang mencapai 9,14%) 
5) Belum memadainya kesempatan kerja dan informasi transmigrasi. 
6) Rendahnya produktifitas dan pengelolaan KUKM. 
7) Terbatasnya akses pasar dan dominasi produk import.
Misi 2.  Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan Belum terpadunya Pembangunan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, Menengah, Luar Sekolah dan Pendidikan Agama:
1)  Masih kurangnya kegiatan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya. Masih ada beberapa kelurahan yang belum memiliki Pustu (Terdapat 5 pustu, yaitu 1 di Kec. Cimahi Utara, 3 di Kec. Cimahi Tengah dan 1 di Cimahi Selatan);
2) Tingginya kepadatan penduduk (+ 13.003 orang/km2) yang berpotensi menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, kekumuhan dan kerentanan terhadap penyakit;
3) Belum optimalnya pelayanan obat dan perbekalan;
4) Masih terdapatnya penduduk miskin dengan masupan gizi yang terbatas;
5) Masih perlunya akselerasi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
6) Masih belum optimalnya kualitas produk pendidikan yang berdaya saing, baik untuk masuk ke kejenjang yang lebih tinggi ataupun memasuki pasokan kerja;
7) Masih tingginya kepesertaan askeskin (sekarang JPKM);
8) Masih belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang pendidikan. 
Misi 3.  Meningkatkan Penataan dan Penegakan Hukum
1)  Belum sinkron dan terpadunya kegiatan legislasi daerah dan penataaan peraturan perundangan;
2) Masih perlunya peningkatan Kapasitan sumber daya aparatur untuk meningkatan mutu pelayanan pemerintahan;
3) Belum tertatanya kegiatan Administrasi Kependudukan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku (Tahun 2006 masih terdapat 11,29% penduduk yang seharusnya sudah mendapatkan KTP, tetapi belum memilikinya);
4) Adanya Pemilu Nasional pada tahun 2009;
5) Masih rendahnya kegiatan pendidikan politik rakyat dan masih kurangnya tingkat kesadaran berbangsa dan bernegara;
6) Masih terbatasnya kemampuan deteksi dini dan kewaspadaan masyarakat terhadap gangguan trantibmas dan penanggulangan paska bencana;
Misi 4.  Meningkatnya Infrastruktur Kota
1)  Masih kurangnya fasilitas dan banyaknya gedung perkantoran yang membutuhkan perbaikan, pemeliharaan dan pembangunan baru, termasuk juga rumah dinas, peralatan dan perlengkapan gedung kantor;
2) Rendahnya ratio panjang jalan dan jembatan dengan arus lalu lintas harian dan banyaknya jalan dan jembatan yang mengalami rusak berat, menengah dan ringan;
3) Belum komprehensifnya penataan ruang kota yang mengakibatkan kurang serasinya pola-pola pemanfaatan ruang kota untuk berbagai tujuan;
4) Belum terintegrasinya drainase yang mengakibatkan terjadinya genangan air pada saat hujan di beberapa tempat di Kota Cimahi Genangan air tersebut dapat mempercepat terjadinya kerusakan pada badan jalan;
Misi 5. Mengendalikan Pembangunan Agar Berwawasan Lingkungan
1)  Masih rendahnya kemampuan pengelolaan persampahan secara teradu. Kota Cimahi sudah tidak mempunyai lahan yang memungkinkan untuk TPA. Sementara alaternatif bentuk pengolahan lainnya seperti composting maupun daur ulang belum mendapatkan tanggapan berarti dari masyarakat. Sehingga berakibat bertumpuknya sampah di pelosok kota terutama di sekitar pasar;
2) Pencemaran air yang disebabkan oleh kegiatan industri dan domestik, pencemaran yang disebabkan oleh kendaraan bermotor dan kegiatan industri dan pencemaran tanah yang diakibatkan oleh kegiatan masyarakat dan kegiatan industri;
3) Proporsi kawasan lindung di Kota Cimahi tidak sebanding dengan kawasan budidaya dan luas Ruang Terbuka Hijau masih sangat kecil. Selain itu daerah perbukitan di Kota Cimahi (Utara dan Selatan) rawan terhadap longsor, sehingga menimbulkan bencana;
4) Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan air bersih untu masyarakat (kemampuan PDAM untuk melayani masyarakat masih di bawah 25%, sementara kondisi air bawah tanah termasuk ke dalam kondisi kritis. Dengan bertambahnya luas lahan terbangun, maka daerah resapan air semakin berkurang, yang berpengaruh terhadap jumlah air tanah dan penurunan muka air tanah);
5) Belum optimalnya pemanfaatan lahan di KBU dikarenakan masih menunggu rencana tata ruang cekungan Bandung (+ 40% dari luas lahan Kota Cimahi merupakan kawasan Bandung Utara);
6) Terjadinya pengalihfungsian lahan secara alami sebesar kurang lebih 10 hektar/tahun;
7) Terjadinya konversi lahan menjadi perkampungan secara ilegal/alami kurang lebih 2 hektar/tahun; 
Misi 6.  Meningkatkan Kemitraan Dengan Dunia Usaha
1) Belum optimalnya kerjasama pembangunan;
2) Belum optimalnya peran enteurpreneurship dari SKPD. 
4.2.1 Perumusan Strategi

Ada empat strategi yang disusun berdasarkan potensi dan kendala yang dihadapi dalam konteks intern dan ekstern serta interaksi antara dua lingkungan tersebut adalah:

1. Strategi Strength – Opportunities (S – O)
Bentuk strategi yang pertama inti lebih cenderung menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Adapun bentuk dari perwujudannya adalah sebagai berikut:
1. Penugasan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis maupun substantif;
2. Melakukan seleksi dan pemetaan jabatan berdasarkan pendidikan dan keahlian yang dibutuhkan;
3. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana kerja disesuaikan dengan kondisi;
4. Pengembangan teknologi sistem informasi dan komunikasi berbasis internet;
5. Mengembangkan sistem perencanaan partisipatif sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
2. Strategi Weaknesses – Opportunities (W – O)
Berbeda dengan strategi sebelumnya, dalam strategi W – O ini lebih condong dengan meminimalkan kelemahan melalui pemanfaatan peluang. Adapaun realisasinya sebagai berikut:
1. Melakukan analisis jabatan dan penempatan tugas aparatur sesuai pendidikan dan keahliannya;
2. Seleksi aparatur untuk menduduki jabatan fungsional perencana;
3. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan keahlian dan ketrampilan;
4. Pengembangan spesialisasi jabatan aparatur di bidang teknologi sistem informasi dan komunikasi ;
5. Meningkatkan pemanfaatan berbagai media untuk penyampaian informasi kepada masyarakat.

3. Strategi Srtength – Trheats (S – T)
Strategi yang disusun berdasarkan potensi dan kendala yang dihadapi dalam konteks intern dan ekstern serta interakasi antara dua lingkungan dengan menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan dapat dilakukan dengan cara :
1. Memantapkan sistem dan mekanisme kerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga;
2. Melakukan evaluasi dan pembinaan peningkatan kinerja aparatur dalam menguasai sistem infokom;
3. Memantapkan peran dan fungsi lembaga sesuai satu-satunya instansi perencanaan pembangunan;
4. Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat untuk memanfaatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
5. Memantapkan penerapan manajemen perencanaan yang menggunakan sistem informasi dan komunikasi.

4. Strategi Weaknesses – Threats (W – T)
Selain strategi-strategi di atas dapat juga menggunakan strategi dengan meminimalkan kelemahan untuk menghindari tantangan dengan cara sebagai berikut:  
1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD;
2. Melakukan koordinasi dengan Propinsi dan Pemerintah untuk penambahan aparatur yang sesuai dengan kebutuhan;
3. Melakukan koordinasi dengan Propinsi dan Pemerintah dalam penerapan peraturan dan perundang-undangan pelaksanaan otonomi daerah;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam sistem perencanaan pembangunan perkotaan;
5. Pengembangan dan penyediaan sarana dana prasarana teknologi sistem informasi dan komunikasi.
4.2.2 Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu keberhasilan (Critical Succes Factor) yang menunjang pencapaian visi dan misi Badan Perencanaan Daerah Kota Cimahi dalam kurun waktu 5 tahun ke depan (2007-2012) adalah sebagai berikut :  

1. Tersedianya aparatur perencana yang terampil serta sesuai dengan kebutuhan dalam menerapkan sistem manajemen perencanaan kota yang dinamis dan berkelanjutan;
2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang menunjang penerapan teknologi sistem informasi dan komunikasi perencanaan pembangunan kota;
3. Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan SKPD dalam penyusunan dan penetapan materi perencanaan dan kebijaksanaan pembangunan daerah;
4. Terselenggaranya sistem pemantauan, pengendalian, analisis dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan yang efektif dan efisien;
5. Tingginya peran serta Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan seluruh unsur yang terlibat (Stakeholder) dalam perencanaan pembangunan melalui sistem dan mekanisme yang jelas.

4.3 Penentuan bantuan dan cara mengatasi rintangan yang dilakukan Bappeda untuk meningkatkan perencanaan pembangunan.
Dalam hal ini Bappeda selaku Badan Perencana Pembangunan harus mengidentifikasi hal-hal yang membantu dan menghambat tujuan. Dengan menganalisis faktor-faktor eksternal dan internal organisasi dapat diketahui faktor-faktor yang membantu pencapaian tujuan dan yang menimbulkan masalah. Pengetahuan tentang faktor-faktor ini membantu Bappeda selaku perencana dalam meramal situasi masa mendatang.
4.3.1 Analisis Lingkungan Internal (ALI)
Tugas pokok Bappeda adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, dengan demikian Bappeda memiliki kekuatan hukum dalam melaksanakan fungsi dalam perencanaan umum daerah. Dalam lingkungan internal sendiri Bappeda memiliki unsur kekuatan dan kelemahan.
1. Kekuatan


Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2003 memberikan kewenangan kepada Badan Perencanaan Daerah Kota Cimahi sebagai lembaga teknis daerah yang menangani perencanaan pembangunan. Aparatur yang ditugaskan pada Badan Perencanaan Daerah Kota Cimahi memiliki berbagai latar belakang pendidikan dan keahlian untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga. Minat aparatur sangat tinggi untuk meningkatkan pendidikan, pengetahuan dan keahliannya dalam mendukung penyelenggaraan sistem perencanaan daerah yang dinamis dan berkelanjutan.

Suasana dan lingkungan kerja yang cukup kondusif didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang relatif memadai, sangat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga. Penyusunan materi perencanaan dan kebijaksanaan pembangunan Kota Cimahi, didukung dengan peraturan dan perundang-undangan. 

2. Kelemahan


Belum disahkannya tugas pokok dan fungsi Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang sebagai peraturan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Daerah Kota Cimahi. Rendahnya keterampilan aparatur menjalankan sistem manajemen perencanaan pembangunan, mengakibatkan proses penyusunan perencanaan belum dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat.

Rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh aparatur serta rendahnya optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana kerja yang tersedia.  Terbatasnya sumber daya aparatur, mengakibatkan masih banyaknya tugas dan kegiatan rangkap yang harus dilaksanakan oleh aparatur yang ada. Belum tersedianya sarana penerapan sistem manajemen informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi informasi (LAN dan Internet) dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga.

4.3.2 Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)


Dengan diberlakukannya UU No 22/1999 tentang pemerintahan Daerah yang disempurnakan oleh UU No 32/2004 dan UU No 25/1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan Daerah yang disempurnakan oleh UU No 33/2004, nampaknya peran Bappeda akan semakin penting dan strategis, mengingat pesan yang diamanatkan kedua UU tersebut menekankan  pada azas desentralisasi yang dimaksuskan untuk memperdayakan Daerah. Dengan demikian Bappeda memiliki kekuatan hukum dalam melaksanakan fungsi dalam perencanaan umum daerah di lingkungan Eksternal.
1. Peluang

Tersedianya pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis substantif bagi aparatur perencana yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi. Tersedianya pembiayaan untuk penambahan sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan oleh Badan Perencanaan Daerah Kota Cimahi dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi melalui berbagai media, sangat mendukung proses perencanaan, pengambilan keputusan dan penetapan program pembangunan Kota Cimahi. Tingginya peran serta Lembaga Peneleitian, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat dalam penyusunan proses perencanaan pembangunan Kota Cimahi. SDM harus mampu bersaing dalam era globalisasi.
2. Ancaman 


Tingginya kebutuhan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi terhadap aparatur yang handal dan profesional serta sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dan dibutuhkan juga oleh Badan Perencanaan Daerah. Terbatasnya aparatur yang menguasai teknologi sistem informasi dan komunikasi untuk menerapkan proses manajemen perencanaan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga. Tidak konsistennya peraturan dan perundang-undangan pemerintah tentang pelaksanaan otonomi daerah sangat berpengaruh terhadap sistem manajemen perencanaan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode SWOT ditetapkan faktor penentu keberhasilan (Critical Succes Factor)  yang menunjang pencapaian visi dan misi Badan Perencanaan Daerah Kota Cimahi, yaitu: (1) Tersedianya aparatur perencana yang terampil; (2) Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang menunjang; (3) Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan SKPD; (4) Terselenggaranya sistem pemantauan, pengendalian, analisis, dan evalausi pelaksanaan program pembangunan yang efektif dan efisien; (5) Tingginya peran serta lembaga penelitian, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan seluruh unsur yang terlibat (Stakeholder) dalam perencanaan pembangunan melalui sistem dan mekanisme yang jelas.

Kebijaksanaan yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan berdasarkan faktor penentu keberhasilan, adalah: (1) Menugaskan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan; (2) Menyelenggarakan seleksi, pengusulan dan pengangkatan jabatan fungsional perencana; (3) Mengembangkan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi melibatkan seluruh unsur (stakeholder); (4) Melakukan penjaringan aspirasi masyrakat dan pembentukan komite perencana pembangunan perkotaan; (5) Menyiapkan sistem, mekanisme pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan berikut jadwal pelaksanaannya; (6) Menyediakan sumber daya, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan sistem informasi dan komunikasi; (7) Melakukan identifikasi dan pengumpulan data dasar dan statistik sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan. Kebijakan ini akan diakomodasikan ke dalam 13 program yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Daerah Kota Cimahi.

Adapun kerangka pemikiran dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah Kota Cimahi, seperti pada bagan berikut:
Gambar 4.2
Kerangka Metode SWOT


Sumber: Lakip Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi

4.4 Pengambangan tindakan yang dilakukan Bappeda untuk meningkatkan perencanaan pembangunan
Langkah selanjutnya yang harus dilakukan Bappeda adalah mengembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Langkah ini melibatkan berbagai alternatif-alternatif, arah tindakan untuk mencapai sasaran, mengevaluasi alternatif-alternatif yang ada dan memilih di antara alternatif tersebut guna mendapatkan hal yang di inginkan bersama sesuai dengan fungsi Bappeda.
4.4.1 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Akuntabilitas kinerja merupakan pengukuran, evaluasi, dan pertanggungjawaban terhadap program kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran oleh Badan Perencanaan Daerah Kota Cimahi.

Untuk menilai pelaksanaan program dan kegiatan apakah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudakan visi dan misi Badan Perencanaan Daerah Kota Cimahi maka tahapan yang dilakukan BAPPEDA adalah sebagai  berikut :

a. Kebijakan

Difahami dalam arti luasnya, kebijakan dapat dilacak ke satu titik evaluasi masyarakat dimana pengetahuan tentang dan dalam proses secara sadar dibuat sehingga dapat mungkin dilakukan pengujian secara eksplisit dan reflektif terhadap kaitan pengetahuan dan aksi.
Adapun bentuk kebijakan yang telah dirumuskan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi guna mencapai tujuan yang di inginkan bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut:
1. Menugaskan aparatur perencana untuk mengikuti pendidikan formal dan pelatihan substantif perencana maupun pelatihan teknis fungsional;
2. Menyelenggarakan seleksi, penilaian, pengusulan dan pengangkatan jabatan fungsional aparatur perencana;
3. Mengembangkan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dengan melibatkan seluruh unsur (stakeholder) yang terlibat;
4. Melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan pembentukan komite perencana pembangunan perkotaan;
5. Menyiapkan sistem, mekanisme pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan SKPD berikut jadwal pelaksanannya;
6. Menyediakan sumber daya, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan sistem informasi dan komunikasi perencanaan pembangunan;
7. Melakukan identifikasi dan pengumpulan data dasar dan statistik SKPD sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan.

b. Program
Program adalah suatu rencana yang pada dasarnya telah menggambarkan rencana yang kongkret. Rencana ini kongkretnya karena dalam “program yang sudah tercantum baik sasaran, kebijaksanaan, prosedur maupun anggarannya”.

Dengan demikian program juga merupakan usaha-usaha untuk mengefektifkan rangkaian tindakan yang harus dilaksanakan menurut bidangnya masing-masing.

Adapun bentuk usaha yang dilakukan Bappeda Kota cimahi untuk mencapai tujuan yang di inginkan bersama adalah sebagai berikut: 
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur;
3. Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Pengembangan Data / Informasi;
6. Perencanaan Tata Ruang;
7. Kerjasama Pembangunan;
8. Perencanaan Tata Ruang;
9. Perencananan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
10. Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar;
11. Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
13. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya.
4.4.2 Kerangka Pengukuran kinerja
Dalam rangka pengukuran kinerja terdapap tahapan rencana kerja, pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang memanfaatkan data kinerja melalui dua sumber yaitu:

a. Data Internal, data yang dimaksud tersebut berasal dari Sistem Informasi yang diterapkan pada instasi;
b. Data Ekternal, data yang dimaksud tersebut adalah berasal dari luar instansi baik data primer maupun berupa data sekunder.
Pengumpulan data kinerja dilakukan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisien dan efektif.

4.4.3 Pengukuran Kinerja Kegiatan

Program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam Rencana Kinerja Tahunan oleh Badan Perencanaan Daerah Kota Cimahi dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan yang merintanginya, oleh kerena itu Kota Cimahi khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja kegiatan melihat keefesiensiannya dan efektifannya.
1. Efisiensi

Dalam melaksanakan kinerja kegiatan atau suatu organisasi perlu diukur dengan cara membandingkan antara kegiatan dengan biaya yang dikeluarkan dari semua kegiatan yang dilaksanakan dapat di biayai sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, bahkan beberapa lebih kecil dari yang telah dianggarkan

2. Efektifitas

Selain mengukur kinerja kegiatan dengan efisiensi juga dengan cara membandingkan antara rencana kegiatan dengan hasil yang dicapai. Semua kegiatan yang dilaksanakan di BAPPEDA Kota Cimahi dapat dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan, hanya saja terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan pengerjaannya melibatkan pihak ketiga yang harus melalui lelang.
4.4.4 Evaluasi Kinerja

Dalam sebuah kegiatan sekecil apapun hendaknya dilakukan sebuah evaluasi kegiatan yang berfungsi untuk memperbaiki kinerja seperangkat tindakan. 
1. Evaluasi Kinerja Kegiatan
Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan-kegiatan yang telah diuraikan di atas, maka seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi telah dilaksanakan sesuai dengan rencana/target yang teleh ditetapkan

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian indikator keluaran dan indikator hasil telah dicapai sebesar 100%, hanya terdapat 3 kegiatan yang tidak dilaksanakan disebabkan waktu yang tidak mencukupi karene dikerjakan oleh pihak ketiga.
2. Evaluasi Pencapaian Sasaran

Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran sudah sesuai dengan target yang diharapkan.

Dari hasil pengukuran dan evaluasi pencapaian sasaran dan kinerja kegiatan serta penjelasan diatas, secara umum telah tercapai sesuai sasaran yang hendak dicapai sebagaimana tersebut di atas. Namun demikian dalam pencapaian sasaran dan kinerja kegiatan masih ditemui kendala dan beberapa hambatan.
Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian organisasi adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam konteks Otonomi daerah belum memadai;
2. Sistem/prosedur monitoring dan evaluasi belum teraplikasi secara optimal;
3. Inovasi dalam penyiapan rencana belum populer dan masih kuatnya rutinitas;
4. Masih rendahnya pemahaman, penghargaan mengaplikasikan produk-produk penelitian;
5. Dominannya pengambilan keputusan secara inkremental dibanding komprehensif;
6. Masih minimnya peran masyarakat dan LSM dalam mendukung perencanaan pembangunan;
7. Masih tingginya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan kemampuan Pemerintah Daerah;
8. Bekum adanya pelaksanan yang mengisi jabatan fungsional perencana.
Langkah-langkah yang telah dan harus terus dilakukan Badan Perancanaan Pembangunan (BAPPEDA) untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Memberdayakan dan mengoptimalkan SDM yang sudah ada untuk turut mendukung pencapaian tujuan organisasi;
2. Merekrut SDM berkualitas untuk dilatih dan diarahkan pada spesialisasi fungsi Bappeda sebagai perencana;
3. Pemanfaatan teknologi dan prasarana lainnya dalam mengaplikasikan Prosedur tetap Monitoring dan Evaluasi;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan produk-produk penelitian, kajian, analisa dan sejenisnya untuk meningkatkan kualitas produk perencanaan;
5. Mengedepankan budaya inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan Masyarakat;
6. Peningkatan kemampuan SDM dalam merespon tuntutan Normatif legislatif dan perubahan lingkungan eksternal;
7. Pemanfaatan data dan informasi yang akurat untuk meminimalkan proses pengambilan keputusan yang inkremental;
8. Mengoptimalkan peran serta Masyarakat, LSM, dan Perguruan Tinggi (stakeholder) dalam proses peningkatan proses perencanaan pembangunan.
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